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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan
hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada
Rasululah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang
lebih baik fid dunia wal akhirah. Amma ba’du.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana
diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu
internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD
Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai
sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistemn Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian
dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidilkan tinggi bahwa
semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal
53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI
merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan
tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara
berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di
perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun
2016, dokumen SPMI terdiri atas. (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen
Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen
Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan
dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari
setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk
mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya,

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim
Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal
hingga akhir proses penyusunan buku ini.

-
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1. Visi dan Misi Universitas

Visi:
UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan
entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi
dan berjiwa entrepreneur

2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan
inovasi

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi

4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan
pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam
dan Kemuhammadiyahan

5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good governance.

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan
kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PKM mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan
lingkungannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.

b. Ketua LPPM UMSurabaya
c. Dosen



DOKUMEN MUTU No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.19
STANDAR PROSES Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019
PENGABDIAN PADA No. Revisi : 03
MASYARAKAT Halaman s4dari 7
Definisi Istilah

Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi
kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PKM yang disetujui untuk didanai tahap
selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus
dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah
harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PKM.
Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kegiatan PKM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Kegiatan PKM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan.

Pernyataan Isi Standar

LPPM UMSurabaya harus menetapkan kegiatan PkKM yang dikembangkan, dikelola,
dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu
peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi,
akuntabilitas, dan efektivitas.

Kegiatan PKM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai
dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Kegiatan PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM
yang telah ditetapkan oleh LPPM UMSurabaya.

LPPM UMSurabaya menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan
penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.

LPPM UMSurabaya mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah
penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pelaksana PkM dan Ketua LPPM UMSurabaya menandatangani kontrak PkM sesuai
peraturan/pedoman.

LPPM UMSurabaya mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan
setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.
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Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PKM sesuai waktu yang
ditentukan secar terbuka.

Strategi Pencapaian Standar

Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
Memperkuat metodologi PkKM melalui workshop/seminar/diseminasi.
Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM

Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM

Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

Indikator Pencapaian Standar
Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai

dengan panduan dan SOP PkM.
Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama Target Capaian

Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan | 90%
kegiatan yang jelas, mengikuti panduan
pelaksanaan abdimas

Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang 80%
dilaksanakan sesuai dengan
proposal kegiatan & panduan

Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan Minimal 30%

Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan sesuai dengan 80%
proposal kegiatan & panduan

Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh
mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan
peraturan

70%

Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM

25%
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Jumlah program pengabdian per dosen per tahun 1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik 100%
laporan kemajuan maupun laporan
akhir kegiatan.
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV 100%
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian

Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan | 100% PkM PTMA memiliki
pelaporan PkM dokumen perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan
PkM sesuai dengan panduan
dan SOP proses PkM.

Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM

Minimal 20% kegiatan PkM
telah dikembangkan,
dikelola, dan dimanfaatkan
mengikuti suatu proses baku
yang mencerminkan suatu

peningkatan mutu  yang
berkelanjutan, serta
mengedepankan prinsip

efisiensi, akuntabilitas, dan

efektivitas.
Ada sistem kerja proses PKM yang aman bagi masyarakat | Ada
dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan 100%

roadmap Prodi

8. Dokumen Standar

Rencana Strategis UMSurabaya
Statuta UMSurabaya

Pedoman Rencana Induk PkM
Pedoman Renstra PkM
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